108

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mengingat semua hal tersebut, tibalah untuk mengemukakan kesimpulan

dalam penelitian hukum ini, yaitu :

1.

Eksistensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagai Sarana
Penyelesaian Sengketa Konsumen masih belum sesuai dengan Pasal 49
Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen karena ternyata tidak semua Kabupaten/Kota memiliki Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen. Hal tersebut menjadi salah satu faktor
eksistensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak banyak
dimanfaatkan konsumen untuk menyelesaikan sengketa konsumen yang
menimbulkan kerugian yang tidak begitu besar karena jauh jaraknya.

Bentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang ada pada saat ini
adalah Badan peradilan khusus di luar sistem peradilan dan bersifat
independent. Bentuk tersebut dinilai tidak tepat, karena Pemerintah
Daerah dinilai masih kesulitan untuk membentuk suatu lembaga
penyelesaian sengketa yang berdiri sendiri, karena masalah anggaran
dan/atau masalah keberadaan Sumber Daya Manusia. Mengingat semua
hal tersebut maka perlulah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
ditiadakan dan dibentuklah Pengadilan Khusus Perlindungan Konsumen.

Pengadilan ini berada di berada di bawah koordinasi Mahkamah Agung,
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berada dalam Badan Peradilan Umum dan berada di setiap Pengadilan
Negeri. Permasalahan kesulitan Anggaran diharapkan dapat dieliminasi
karena yang digunakan adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara. Mengenai Hukum Acara yang digunakan dalam Pengadilan
Khusus Perlindungan Konsumen, digunakanlah ketentuan hukum acara
dalam Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, kecuali terkait dengan
eksekusi putusan dimana tidak perlu lagi menggunakan birokrasi yang
berbeda dan Arbiter, Konsiliator dan Mediator merupakan Hakim yang
bertugas di Pengadilan Negeri, namun Mediator tersebut harus
mempunyai sertifikasi sebagai Mediator. Semua hal ini diharapkan
mampu memenuhi hak-hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 Huruf E
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
yang menentukan bahwa “Hak Konsumen adalah hak untuk
mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa
perlindungan konsumen secara patut.” Semua hal ini diharapkan mampu
memenuhi hak-hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 Huruf E
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
yang menentukan bahwa “Hak Konsumen adalah hak untuk
mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa
perlindungan konsumen secara patut.”
B. Saran
Mengingat semua hal tersebut, tibalah untuk mengemukakan saran dalam

penelitian hukum ini, vyaitu Pemerintah harus menggiatkan upaya
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mencerdaskan konsumen, karena pada dasarnya setiap manusia adalah

konsumen.
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8. Surat resmi dari Majelis Pendidikan dasar dan menengah Pimpinan daerah Muhammadiyah (apabila penelitian dilakukan di
lingkungan Majelis pendidikan Dasar dan Menengah serta Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah Kota
Yogyakarta)
9. Surat Rekomendasi dari Gubernur Cq. Biro Administrasi Pembangunan Setda Kota Propinsi DIY (jika Peneliti dari Luar
Propinsi)
10. Surat permohonan untuk mengadakan penelitian yang diketahui oleh RT, RW dan Kelurahan (bagi perseorangan)
11. Surat Pengantar dari Sponsor/Lembaga. (utk WNA)
12. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Penelitian (Jika ada Perubahan Lokasi/Penambahan Lokasi)

Senin, 24 Agustps 2015

Petugas Pengyima

tika astri

Catatan : Izin diambil jam 13.00-14.30 WIB di Loket 6
Contact Person'(pada Jam Kerja) : Tika Astri Andarsari : (0274) 6871938

- Untuk Informasi Status Proses Izin anda ketik STATUS (SPASI) NOMOR PENDAFTARAN kirim ke 081228730000

"BUKTI TANDA TERIMA PENDAFTARAN IZIN INI BUKAN MERUPAKAN TANDA BUKTI IZIN"




PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERIZINAN

JI. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515865, 515866, 562682

Fax (0274) 555241
E-MAIL : perizinan@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL - upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.perizinan.jogjakota.go.id

Membaca Surat

Mengingat

Diijinkan Kepada

Lokasi/Responden
Waktu

Lampiran

Dengan Ketentuan

Tanda Tangan
Pemegang lzin

ROBBY PRIMA
PANGGABEAN

Tembusan Kepada :

SURAT IZIN
NOMOR : 070/2824
5225/34
Dari  Kaprodi. Magister [lmu Hukum - UAJY :
Nomor : 585/Eks/V ‘ Tanggal 20 Agustus 2015

1. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang
Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian,
Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa
Yogyakarta.

2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan,
Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah:

3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian [zin
Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota
Yogyakarta;

4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas
Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;

5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta:

Nama . ROBBY PRIMA PANGGABEAN

No. Mhs/ NIM : 145202181/PS/MIH

Pekerjaan . Mahasiswa Magister lImu Hukum - UAJY

Alamat . JI. Babarsari No. 43 Yogyakarta

Penanggungjawab : DR. E. Sundari, S.H.,M.Hum.

Keperluan . Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : EKSISTENSI BADAN

PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN SEBAGAI SARANA
PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN : PROBLEMATIK DALAM
MENCARI KEADILAN OLEH KONSUMEN

Kota Yogyakarta

24 Agustus 2015 s/d 24 November 2015

Proposal dan Daftar Pertanyaan

1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta
(Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)

2.  Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat

3. lzinini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu
kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah

4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya
ketentuan-ketentuan tersebut diatas )

Kemudian diharap para Pejabat Pemerinta}h,a«ggﬁg‘gg_mpat dapat memberikan bantuan
seperlunya ~ N

N T -
-~ ‘g N { Y,
A

i, %, Yogyakarta '
W (—Paga Tanggal ~ i 24=8-2015

&82?’\11‘:‘}/\'@.’1;Kepalla;Dirf:as Perizinan
.. Sekretaris ,

t
‘a\ «
\

N

\{M...MM...‘« o

Drs. HARDONO
NIP. 195804101985031013

Yth 1.Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2.Ka. Dinas Perindagkoptan Kota Yogyakarta
3.Ka. BPSK Kota Yogyakarta
4 Kaprodi. Magister llmu Hukum - UAJY

“BWbs.



BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
(BPSK)

KOTA YOGYAKARTA

Alamat Sekretariat : JI. Kenarl No. 56 Komplek Balalkota Timoho, Yogyakarta, Telp. 515865 psw. 344; 0274-7470354
Email : bpskjogja@Jog]a.go.id

SURAT KETERANGAN
Nomor : % /BPSK-Yk/S.Ket./X1/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama mahasiswa : ROBBY PRIMA PANGGABEAN
Nomor identitas : 145202181/PS/MIH

Aoy L, Mdiosks ey Noi41’ 1,001 BL29, Staduiardo, Remglik,

Fakultas * Hukum

Program Studi :  Magister Ilmu Hukum

Universitas . Universitas Atmajaya Yogyakarta

Dosen pembimbing : Dr. E. Sundari, S.H., M.Hum.

Judul penelitian : “EKSISTENSI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN

SEBAGAI SARANA PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN :
PROBLEMATIKA DALAM MENCARI KEADILAN OLEH
KONSUMEN”

Telah datang kepada kami untuk memperoleh bahan-bahan dan melakukan penelitian di Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Yogyakarta. Adapun hasil penelitian tersebut semata-
mata dipergunakan untuk keperluan ilmiah.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 11 November 2015
Kepala Sekretariat






